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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

=

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

bahwa Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangumerupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang pentimg membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkgikyanan
kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan lbekdas prinsip
demokrasi,pemerataan dan keadilan,peran serta makaya dan
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

bahwa Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentajak Paerah dan
Retribusi Daerah mengamanatkan pengaturan BeaeRarolHak Atas
Tanah dan Bangunan dengan peraturan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimdsamh huruf a
dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabop&abanan
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembamtiaerah-
daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah TabhgkBali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (LembarajafdeRepublik
Indonesia  Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembdtagara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeratDesar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesghuh 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelandomor
2043);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum ad2idana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 NatepTambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentusrum dan

Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republiknksia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanse®mor

3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terdehgan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Pamngbemerintah
Pengganti undang-Undang nomor 5 Tahun 2008 tenRemybahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 rignikaetentuan
Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undangmiagan

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999)



. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengadiajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 N@vipTambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtBleraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Iistloid@hun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanse®mor
4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembkantd&aerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NorhB5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomdé87)4
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhgaseldndang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtamtgaUndang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeramlfaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahanbagan Negara
Republik Indonesia Nomor 4844 );

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paja&rabadan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indendsahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelansomor
5049);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamp&gan Urusar

Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah DaerahvirBip dan
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negpublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembarganderepublik
Indonesia Nomor 4737);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangari®asi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indan&shun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indans®mor
4741);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 TahQ8 féhtang

Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Talfhembaran
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 2, Taanbadmbaran
Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

Menetapkan :

dan
BUPATI TABANAN
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PERBHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan;



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangiatitl sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati Adalah Bupati Tabanan;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyabdisDPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan;

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas terteitiidathg perpajakan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undaaggtegriaku;

6. Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung adalah Deratapgatan dan
Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan;

7. Kantor Bidang Pertanahan adalah Kantor Badan Raréem Nasional
Kabupaten Tabanan;

8. Kantor Lelang Negara adalah Kantor Lelang NegamaviRsi Bali;

9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkdOR adalah harga rata-
rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yaegati secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJORntukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejetasi nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti;

10.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yangjusela disebut
pajak adalah pungutan daerah atas perolehan hak tat@h dan/atau
bangunan;

11.Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ada&diuapan atau
pristiwva hukum yang mengakibatkan diperolehnya &tas tanah dan/atau
bangunan oleh orang pribadi atau badan;

12.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak aials, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaidiaraksud dalam
Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan,;

13.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selamutdisingkat
SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan rpesgumlah pajak
yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokajkp besarnya
sanksi administrasi dan jumlah yang masih harusyaib

14.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambghag selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang mekan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

15.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang jsifg@a disingkat
SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan junkielebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lel@sab dari pajak yang
terutang atau tidak seharusnya terutang;

16.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjuttiggngkat SKPDN
adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajads terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak telaitang dan tidak ada
kredit pajak;

17.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya &iatn§TPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi asirasi berupa denda
dan atau bunga,;

18.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya dising8PD adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk membayar penyetoran pajak
yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain y@egtdkan oleh Bupati
dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan ke tanah dan atau
bangunan;



19.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusmag ymembetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kelaglirdalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-uadapgrpajakan daerah
yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan PajakafguBurat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan PajatabaKkurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih B&uat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, atau Surat Tagihan Pajak Daefahat Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;

20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputuaarkaeberatan terhadap
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketet@pmk Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayanba@han, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketet&agak Daerah Nihil,
atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh ketigla yang diajukan
oleh Wajib Pajak;

21.Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilark Rdgs banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajulem\Wiajib Pajak.

22.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghidgpumengolah data,
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan sebgektif dan froprsional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menkgiatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ataantigin dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-unddagaah.

23.Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daaddiah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mensarita mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindadlapa dibidang
perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bandiypungut pajak atas
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 3

(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangadalah
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan selzagaidimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. pemindahan hak karena:

1) jual beli;

2) tukar menukar,;

3) hibah;

4) hibah wasiat;

5) waris;

6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

8) penunjukan pembeli karena lelang;

9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuat&aomh
tetap;



3)

(4)

(1)

(2)

(1)
(2)

10)penggabungan usaha;
11)peleburan usaha;
12)pemekaran usaha; atau
13)hadiah.

b. pemberian hak baru karena:
1) kelanjutan pelepasan hak; atau
2) diluar pelepasan hak.

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayatalaha

hak milik;

hak guna usaha;

hak guna bangunan;

hak pakai;

hak milik atas satuan rumah susun; dan
hak pengelolaan.
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Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Pemtehlak atas Tanah dan

Bangunan adalah obyek pajak yang diperoleh :

a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan psdskuan timbal
balik;

b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atatuk
pelaksanan pembangunan guna kepentingan umum;

c. badan atau perwakilan lembaga internasional yategapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak ateerijan usaha
atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi danasudpadan atau
perwakilan organisasi tersebut;

d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak aéaenka perbuatan
hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan

orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepgan ibadah.

o

Pasal 4

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Ban@dalah orang
pribadi atau badan yang memperoleh hak atas taardhtdu bangunan.

Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangadalah orang
pribadi atau badan yang memperoleh hak atas taardhtdu bangunan.

BAB Il
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dgourdam adalah
Nilai Perolehan Objek Pajak .
Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksdd pgat (1) dalam
hal:
a. jual beli adalah harga transaksi;
tukar menukar adalah nilai pasar;
hibah adalah nilai pasar;
hibah wasiat adalah nilai pasar;
waris adalah nilai pasar;

®PoooT



